TAHUN ANGGARAN 2015-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
2015

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NO. 1, LD.2015/NO.1. 8 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK: — Dbahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRK
telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-02
Tahun 2015 Tanggal 22 Januari 2015 tentang Evaluasi Rancangan ganun
Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat
Daya Tahun Anggaran 2015; bahwa Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (APBK), merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
APBK serta Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
bersama antara Kepala Daerah dengan DPRK.

— Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistemewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Naggroe Aceh Darussalam;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;



CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ke 3 atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah; Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa; Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2015.

Dalam Qanun ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Pendapatan Daerah
berjumlah sebesar Rp761.157.115.261,00 dan Belanja Daerah berjumlah
sebesar Rp841.018.397.261,00.

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 26 Januari 2015.
Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Lampiran 249 halaman.



